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A. Pendahuluan
 Indonesia merupakan negeri yang beruntung karena dianugerahi oleh Tuhan YME sumber daya alam yang berlimpah. Tanahnya yang subur, alamnya yang indah beserta kandungan kekayaan di perut bumi nusantara pantas untuk disyukuri oleh seluruh bangsa.Namun begitu, di balik kekayaan alamnya, negeri nusantara menyimpan segudang potensi bencana baik alam maupun non alam. Gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi dan lainnya menjadi bagian kehidupan  rakyat negeri ini. 

Terlepas bagi sebagian kalangan itu bentuk cobaan dari Tuhan atau bukan, cara terbaik menyikapi ancaman bencana adalah mempersiapkan diri sebelum bencana itu hadir. Belajar dari bencana gempa dan tsunami Aceh-Nias 2004 yang menimbulkan korban jiwa lebih dari dua ratus ribu jiwa, Indonesia baru mulai mempersiapkan penanggulangan bencana dengan lebih terencana. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) di level daerah diharapkan mampu mengefektifkan upaya untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi situasi bencana, mengatasi kondisi darurat bencana hingga merehabilitasi pasca-bencana. Kehadiran UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga merupakan bagian dari rencana bangsa ini mempersiapkan segala potensi menghadapi bencana.

Penanggulangan bencana harus didukung dengan berbagai pendekatan baik soft power maupun hard power untuk mengurangi resiko dari bencana. Pendekatan soft power adalah dengan mempersiapkan kesiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian informasi tentang bencana. Sementara hard power adalah upaya menghadapi bencana dengan pembangunan fisik seperti membangun sarana komunikasi, membangun tanggul, mendirikan dinding beton, mengeruk sungai dan lain-lain. Dalam UU, dua hal ini yang disebut mitigasi bencana. Pada dua pendekatan inilah, komunikasi bencana amat dibutuhkan.

Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada saat dan pra bencana. Mempersiapkan masyarakat di daerah rawan bencana tentu harus senantiasa dilakukan. Selain informasi yang memadai tentang potensi bencana di suatu daerah, pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana juga harus dilakukan secara berkelanjutkan. Tapi harus diingat, informasi berlimpah saja tidak cukup untuk menyadarkan warga atas bahaya bencana yang mengancam.

Cara menyampaikan informasi juga harus dilakukan dengan tepat. Kekeliruan dalam mengkomunikasikan sebuah informasi, bisa menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk situasi. Dalam situasi ini, pendekatan komunikasi budaya dan lintas budaya amat dibutuhkan.

B. Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat memahami tentang proses komunikasi yang digunakan dalam pengelolaan manajemen bencana.
C. Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mahasiswa mampu  menganalisa alur komunikasi yang diterapkan dalam manajemen penanggulangan bencana.
D. Kegiatan Belajar 
Peran Komunikasi dalam Kehidupan Manusia 

Dewasa ini keberadaan komunikasi sebagai sebuah ilmu dan aktivitas semakin disadari teramat penting. Sebagai manusia yang hidup dan berinteraksi dengan orang lain, komunikasi selalu dibutuhkan. Sejak manusia dilahirkan, komunikasi telah dilakukan begitu seterusnya hingga masa akhir kehidupan. Dengan demikian kita dapat mengatakan komunikasi merupakan aktivitas yang tidak bisa ditiadakan selama manusia hidup. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Ruben dan Steward (2013).  bahwa tidak ada kegiatan yang lebih mendasar untuk kehidupan kita secara pribadi, sosial atau professional kecuali komunikasi. Lebih lanjut Ruben dan Steward mengatakan:  “Kesadaran bahwa komunikasi merupakan proses yang mendasar, mau tidak mau menyiratkan bahwa hal itu mudah dipahami atau dikendalikan. Sebaliknya, komunikasi itu sangat kompleks dan memiliki banyak bentuk. Banyak contohnya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, profesional, teknologi, nasional ataupun tradisional” 
Penegasan tentang pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia juga disampaikan oleh Scheidel dalam Mulyana (2007)) yang mengemukakan: “Bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang sekitar kita dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Namun menurut Sheidel tujuan dasar kita berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita”. Berdasarkan penjelasan di atas, maka komunikasi dapat dikatakan sebagai perilaku atau aktivitas manusia yang utama dalam kehidupannya di muka bumi. Tidak mungkin manusia tidak melakukan kontak sosial dengan orang lain dan lingkungannya. Itu semua tentu saja dilakukan dengan komunikasi. 

Selain merupakan aktivitas mendasar dalam kehidupan manusia, komunikasi juga memiliki tujuan penting untuk menyelesaikan tugas-tugas penting bagi kebutuhan manusa serta untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi mempunyai fungsi isi, yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas dan fungus hubungan untuk melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain (Zimmerman dalam Mulyana 2007). Terkait dengan fungsi hubungan, komunikasi adalah jalur yang menghubungkan manusia di dunia, sarana untuk menampilkan kesan, mengekspresikan diri, mempengaruhi orang lain dan mengorbankan diri kita sendiri. Melalui komunikasilah manusia membangun hubungan dengan orang lain yang berbeda. Komunikasi adalah sarana mencapai kegiatan bersama, menghubungkan satu dengan yang lain dan alat berbagi ide. 
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Dalam kelompok, organisasi dan masyarakat, komunikasi adalah sarana yang dapat mempertemukan kebutuhan dan tujuan kita sendiri dengan kebutuhan dan tujuan pihak lain. Di dalam organisasi yang lebih besar, masyarakat dan komunitas dunia, komunikasi menyediakan jaringan hubungan yang memungkinkan kita untuk melakukan aksi bersama, pembentukan identitas bersama dan pembangunan kepemimpinan (Ruben dan Stewart 2013). 

Konsep Komunikasi Bencana 
Istilah komunikasi bencana belum menjadi konsep popular dalam bidang komunikasi maupun bidang kebencanaan. Meski penelitian komunikasi bencana sendiri telah banyak dilakukan, namun di Indonesia kajian komunikasi terkait bencana baru banyak dilakukan setelah peristiwa bencana alam gempa dan tsunami Aceh tahun 2014. Meski demikian, kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam penanganan bencana semakin tinggi belakangan ini. Salah satu titik penting yang menjadi perhatian terkait komunikasi dalam bencana adalah masalah ketidakpastian. Menurut Frank Dance (dalam Littlejohn, 2006), salah satu aspek penting di dalam komunikasi adalah konsep reduksi ketidakpastian. Komunikasi itu sendiri muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan dalam berinteraksi secara indivuidual maupun kelompok. Dalam penanganan bencana, informasi yang akurat diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban bencana. 

Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada saat dan pra bencana. Sebagaimana dikatakan bahwa komunikasi adalah cara terbaik untuk kesuksesan mitigasi bencana, persiapan, respon, dan pemulihan situasi pada saat bencana. Kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tentang bencana kepada publik, pemerintah, media dan pemuka pendapat dapat mengurangi resiko, menyelamatkan kehidupan dan dampak dari bencana (Haddow and Haddow, 2008). 

Menurut Haddow dan Haddow (2008) terdapat 5 landasan utama dalam membangun komunikasi bencana yang efektif yaitu: 

1.Costumer Focus, yaitu memahami in-formasi apa yang dibutuhkan oleh 
pelanggan dalam hal ini masyarakat dan relawan. Harus dibangun mekanisme komunikasi yang menjamin informasi disampaikan dengan tepat dan akurat. 

2.Leadership commitment, pemimpin yang berperan dalamtanggap darurat harus memiliki komitmen untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif da-lam proses komunikasi. 

3.Situational awareness, komunikasi efek-tif didasari oleh pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi yang terkendali terkait bencana. Prinsip komunikasi efek-tif seperti transparansi dan dapat di-percaya menjadi kunci. 

4.Media partnership, media seperti televi-si, surat kabar, radio, dan lainnya adalah media yang sangat penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada publik. Kerjasama dengan media menyangkut kesepahaman tentang kebu-tuhan media dengan tim yang terlatih un-tuk berkerjasama dengan media untuk-mendapatkan informasi dan menyebar-kannya kepada publik. 

Penanggulangan bencana, harus didukung dengan berbagai pendekatan baik soft power maupun hard power untuk mengurangi resiko dari bencana. Pendekatan soft power adalah dengan mempersiapkan kesiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian informasi tentang bencana.Sementara hard power adalah upaya menghadapi bencana dengan pembangunan fisik sepeti membangun sarana komunikasi, membangun tanggul, mendirikan dinding beton, mengeruk sungai dll. Dalam UU, dua hal ini yang disebut mitigasi bencana. Pada dua pendekatan inilah, komunikasi bencana amat dibutuhkan. 

Dalam UU No 23 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, salah satu langkah yang penting dilakukan untuk pengurangan resiko bencana adalah melalui mitigasi bencana. Dijelaskan mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Salah satu bentuk kegiatan mitigasi bencana menurut pasal 47 ayat 2 (c) adalah melalui pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern 

Sebagaimana dijelaskan Budi, 2011 bahwa untuk mengintegrasikan karakter masyarakat kawasan rawan bencana dengan regulasi pemerintah dalam penanganan bencana, bisa tercapai dengan baik jika kedua belah pihak mampu menciptakan komunikasi kohesif yang menghasilkan pemahaman bersama. Namun persoalannya dalam kondisi darurat bencana, membuka sinyal komunikasi untuk menangani korban dengan cepat, tidak mudah untuk dilaksanakan.Sebab, lembaga pemerintah dibelenggu oleh belantara peraturan, sedangkan masyarakat, selain tetap berpijak kepada nilai setempat, juga dikuasai oleh pesan–pesan dari sumber yang tidak jelas nilai faktualnya.
Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada saat pra bencana.Mempersiapkan masyarakat di daerah rawan bencana tentu harus senantiasa dilakukan. Selain informasi yang memadai tentang potensi bencana di suatu daerah, pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana juga harus dilakukan secara berkelanjutan.Tapi harus diingat, informasi berlimpah saja tidak cukup untuk menyadarkan warga atas bahaya bencana yang mengancam. Cara menyampaikan informasi juga harus dilakukan dengan tepat. Kekeliruan dalam mengkomunikasikan sebuah informasi, bisa menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk situasi. Dalam situasi ini, pendekatan komunikasi budaya dan lintas budaya amat dibutuhkan.
Dalam kondisi darurat bencana, komunikasi amat dibutuhkan sebagai fungsi manajemen dan koordinasi antara pemerintah, korban, masyarakat, relawan dan media massa. Manajemen komunikasi krisis yang baik akan membuat fungsi koordinasi dan pengambilan keputusan pemerintah berjalan stabil. Pada sisi korban, penderitaan bisa dikurangi karena bantuan lebih cepat dan mudah diberikan dengan modal informasi yang memadai. Keluarga korban dan masyarakat luas penting mendapatkan pemenuhan kebutuhan informasi mengenai kondisi terkini dan keadaan korban baik yang selamat maupun meninggal dunia untuk menghindarkan dari kecemasan. Relawan juga amat membutuhkan komunikasi yang lancar dengan berbagai pihak untuk bisa terjun ke lokasi bencana. Sedangkan media massa, dalam kondisi darurat sangat membutuhkan sumber informasi yang kredibel agar berita yang disebarluaskan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. 

Pada masa rehabilitasi atau pasca bencana, komunikasi juga penting untuk mengembalikan masyarakat korban bencana pada kondisi kehidupan normal.Melakukan konseling, pemberdayaan sosial ekonomi, dan pengembalian kehidupan sosial masyarakat adalah kegiatan yang amat membutuhkan pemahaman komunikasi yang baik. Pendekatan komunikasi yang tepat akan membuat upaya penyembuhan mental korban bencana berjalan lebih cepat. Strategi dan model komunikasi yang efektif akan mendukung pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan mengembalikan kehidupan sosial masyarakat menuntut sebuah ruang komunikasi yang sesuai dengan nilai, budaya dan agama masyarakat. Cara terbaik untuk mengembembalikan kondisi sosial masyarakat adalah melalui interaksi sosial yang normal.Dalam interaksi sosial ini, fungsi komunikasi memegang peranan penting.Rekonstruksi sosial dapat dilakukan dengan merekayasa komunikasi sosial dan lintas budaya yang setara dan egaliter diantara sesama masyarakat korban bencana. 

Pada hakikatnya, komunikasi memang pasti hadir kapanpun dan dimanapun manusia berada, termasuk pada saat bencana. Pra-bencana, darurat dencana atau pasca bencana sama-sama melibatkan komunikasi. Hanya saja perlu dipahami bagaimana fungsi komunikasi hadir pada masing-masing kondisi. Dengan kata lain, dalam penanggulangan bencana, komunikasi bisa hadir sebagai fungsi sosialisasi dan penyebarluasan informasi, fungsi manajemen dan koordinasi dan fungsi konseling dan rehabilitasi.
2. Bencana dan Permasalahannya
Indonesia adalah negeri yang akrab dengan bencana alam. Sejarah mencatat, sejak berdiri bangsa ini telah mengalami semua jenis bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, angin puting beliung hingga kekeringan.  Selain bencana alam, bencana kecelakaan juga akrab di negeri ini. Pesawat jatuh, kapal tenggelam, tabrakan kereta api, kecelakaan lalulintas hingga kebakaran menjadi bagian yang kerap menemani masyarakat Indonesia  melalui hari-harinya. 

Negara sebenarnya sudah cukup tanggap dalam penanganan bencana. Saat ini ada UU no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU itu dijelaskan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Selain itu, dijelaskan pula bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.  Kemudian, bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Ada juga bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Peristiwa bencana umumnya tak dapat  diramalkan. Di samping itu informasi awal tak jelas. Ditambah lagi jumlah korban banyak dan dalam keadaan gawat darurat. Jumlah penolong juga  terbatas  untuk bencana. Lokasi jauh, bantuan minim dan terlambat memperburuk situasi dalam sebuah bencana.

Khusus di Indonesia, masalah utama dalam penanganan bencana antara lain intensitas bencana yang sering terjadi dan kapasitas bencana yang besar dengan efek korban yang dahsyat.  Keterbatasan potensi dalam menanggulangi bencana.  Lemahnya koordinasi antar instansi terkait, keterbatasan dana on call, sistem birokrasi yang panjang dan rumit, keterbatasan SDM khusus bidang penanganan bencana. Selain itu juga menyangkut mental masyarakat korban bencana yang ikut mempersulit penanganan bencana.

 3. Bencana Komunikasi
Bencana selalu menimbulkan dampak. Bisa korban jiwa atau kerusakan fisik.  Namun ada satu hal yang sering dilupakan pada saat bencana melanda. Yaitu terjadinya bencana komunikasi.  Pada saat keadaan darurat bencana,  dimana korban jiwa berjatuhan dalam jumlah yang besar sementara infrastruktur dan sarana sosial rusak parah, sebenarnya saat itu juga bencana komunikasi melanda. Begitu juga  saat bencana kecelakaan terjadi.

Bencana komunikasi ditandai dengan minimnya sumber-sumber komunikasi yang dapat memberikan informasi mengenai situasi terkini di lokasi bencana. Di samping itu bencana komunikasi juga terjadi karena terputusnya saluran –saluran komunikasi masyarakat akibat kerusakan infrastruktur dan sarana komunikasi karena dihantam bencana. Bencana komunikasi dalam situasi bencana alam  menyebabkan  tidak adanya informasi yang memadai apalagi akurat tentang situasi darurat bencana.

Melihat pengalaman peristiwa  Gempa dan Tsunami Aceh dan Nias tahun 2004, bencana komunikasi terjadi sangat parah. Hingga sepekan pasca bencana, tidak ada informasi yang memadai tentang wilayah – wilayah terparah yang hancur, korban jiwa yang jatuh, korban selamat, lokasi pengungsian dan tempat-tempat  yang masih aman.  Minimnya informasi tersebut menimbulkan krisis komunikasi yang sangat berat.

Krisis ini menimbulkan situasi tidak pasti dan serba tidak menentu. Akibatnya, selain korban bencana yang tidak tertangani dengan baik, masyarakat di luar yang ingin  menolong, keluarga yang mencemaskan keselamatan anggota keluarganya serta termasuk pihak-pihak berkepentingan seperti Badan Penanggunalan bencana mengalami  ketidakpastian yang mengkhawatirkan.

Bencana komunikasi bisa menjadi lebih parah karena kondisi lain misalnya  Pertama   Fasilitas komunikasi yang ada belum memadai , dan belum merata (pulau terpencil tanpa fasilitas  (pulau terpencil tanpa fasilitas telepon, telepon satelit mahal) , Kedua Fasilitas komunikasi umum tidak terjamin dari  terjadinya bebas gangguan(kerusakan (kerusakan telepon/ gangguan teknis) telepon/ gangguan teknis)  dan Ketiga Manajemen komunikasi bencana yang tidak disiapkan

Keadaan serupa juga sebenarnya  terjadi  saat gempa dan tsunami di Jepang. Namun situasi di Jepang bedanya lebih cepat teratasi. Pemerintah yang tanggap didukung oleh kemajuan teknologi menyebabkan bencana komunikasi tidak berlangsung lama. Hanya dalam waktu beberapa jam saja, semua sumber-sumber komunikasi di Jepang telah berhasil memberikan informasi yang cukup berarti untuk mengurangi ketidak pastian. Media massa pun mengambil peran penting.

Belajar dari peristiwa di atas, maka Indonesia juga harus nya mempersiapkan penanganan  bencana komunikasi selain utamanya menangani darurat bencana.

Selama ini, istilah komunikasi bencana memang belum banyak dipakai dalam manajemen penanganan bencana. Namun belakangan ini semakin banyak digagas tentang komunikasi bencana, sebagai upaya meningkatkan kualitas penanganan bencana.

Faktanya, dalam setiap penanganan bencana, komunikasi memang sangat diperlukan. UU No 24 Tahun 2007 menjelaskan tiga tahapan dalam penanganan bencana yaitu Pra bencana terdiri dari dua kondisi yaitu dalam situasi tidak terjadi bencana; dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi aspek  kesiapsiagaan; peringatan dini; dan mitigasi bencana.

Kemudian tahap tanggap darurat. Dalam tahap ini dilakukan berberapa langkah terdiri dari; pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;  pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Tahap berikutnya adalah Pasca bencana. Pada tahap ini dilakukan rehabilitasi terhadap masyarakat korban bencana dan rekonstruksi dengan melakukan pembangunan kembali pada fasilitas dan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Ketiga tahap penanggulangan bencana ( Pra Impact, Impact dan post impact)  itu memerlukan komunikasi dalam fungsi sosialiasi dan edukasi, fungsi koordinasi, fungsi manajemen, fungsi konseling  juga fungsi hiburan. Fungsi sosialisasi  dan edukasi dibutuhkan pada masa pra bencana.  Sedangkan fungsi koordinasi dan manajemen sangat dibutuhkan dalam penanganan tanggap darurat seperti koordinasi tim penolong, manajemen distribusi bantuan, koordinasi antar instansi dan manajemen penanganan pengungsi. Fungsi konseling dan hiburan diperlukan saat melakukan rehabilitasi pada korban yang mengalami trauma akibat bencana dan upaya untuk mengembalikan kondisi sosial dan psikologis seperti sediakala.

Maka menjadi penting bagi ilmuan dan praktisi komunikasi untuk mengambil peran pada trend penanggulangan bencana yang selama ini seperti berjalan tanpa dukungan praktek komunikasi. Sementara pihak yang selama ini konsen pada penangangan bencana mesti menyadari komunikasi sangat penting untuk menunjang keberhasilan penanggulangan bencana. 

Pola Komunikasi

Pengertian pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola 

hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksudkan dapat dipahami (Djamarah, 2004). Tubs dan Moss mengatakan bahwa pola komunikasi atau hubungan itu dapat diciptakan 

oleh komplementaris atau simetri. Dalam hubungan komplementer, satu bentuk perilaku akan diikuti oleh lawannya. Dalam simetri, tingkatan sejauh mana orang berinteraksi atas dominasi, atau kepatuhan dengan kepatuhan (Tubs dan Moss, 2001). 
Disini kita mulai melibatkan bagaimana proses interaksi menciptakan struktur sistem. Bagaimana orang merespon satu sama lain menentukan jenis hubungan yang mereka miliki. Dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi adalah bentuk atau 

pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan yang mengaitkan dua komponen, yaitu gambaran atau rencana yang meliputi langkah-langkah pada suatu aktifitas, dengan komponen -komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar manusia atau kelompok dan organisasi. Pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses mengkaitkan dua komponen yaitu gambaran atau rencana yang menjadi langkah -langkah pada suatu aktifitas 
dengan komponen –komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan antar organisasi ataupun manusia. Macam-macam Pola Komunikasi Organisasi Menurut Joseph A. Devito dan Stephen P. Robbins ada lima pola komunikasi yang biasa digunakan dalam berkomunikasi, yaitu:

a.Pola Lingkaran

Pola lingkaran semua anggota organisasi dapat berkomunikasi  dengan yang lainnya, mereka tidak mempunyai pemimpin serta setiap anggota bisa berkomunikasi dengan dua anggota lain disisinya.
b.Pola Roda

Pola roda disini memiliki pimpinan yang jelas, sehingga kekuatan pimpinan berada pada posisi sentral dan berpengaruh dalam proses penyampaian pesannya yang mana semua informasi yang berjalan harus terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan.
c.Pola Rantai

Pola ini tidak memiliki pimpinan, namun yang diposisi tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada orang yang berada diposisi lain. Pola ini menganut model hubungan komunikasi garis langsung (komando) baik ke atas atau ke bawah tanpa terjadi suatu penyimpangan.
d.Pola Bintang atau Semua Saluran

Dalam pola ini semuanya anggota memiliki kekuatan yang sama untuk memengaruhi anggota lainnya dan tanpa melihat siapa yang menjadi tokoh sentral.
e.Pola Y

Pola Y mempunyai pimpinan yang jelas dan setiap anggota dapat mengirimkan dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang -Undang No. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu: ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian.Berikut tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana/pemulihan.
Pra Bencana

1.Pencegahan dan Mitigasi

Mitigasi menurut UU RI No. 24/2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dan meminimalkan risiko serta dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi antara lain adalah:

a.Pembuatan brosur/leaflet/poster.

b.Pemetaan  dan pengkajian/ analisis risiko bencana.

c.Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti : tanggul dan kanal

-kanal

.

2. Kesiapsiagaan

a. Kesiapsiagaan menurut UU RI No. 24/2007 adalah serangkain kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi  bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

a.Pelatihan siaga/ simulasi/ gladi/ teknis penangulangan bencana (SAR, social, 

kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum).
b.Penyusunan rencana kontijensi  (contingency plan)

.

Tanggap Darurat Dalam UU RI No.24/2007 dikatakan bahwa tanggap darurat 

bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada 

saat terjadinya bencana untuk menangan i dampak buruk yang ditimbulkan, seperti:

1.Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

.

2.Pemenuhan kebutuhan dasar

.

3.Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.Pasca Bencana Tahapan 

pasca bencana (pemulihan) menurut UU RI No.24/2007 adalah serangkaian 

kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan  hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekontruksi. 
1.Rehabilitasi 

Rehabilitasi adalah kegiatan yang tujuannya memulihkan kembali kemampuan baik kondisi fisik, psikis maupun kondisi social masyarakat yang terkena bencana. kegiatannya meliputi perbaikan rumah, fasilitas umum dan fasilitas social, pemulihan 

trauma pasca bencana dan mulai menghidupkan kembali roda perekonomian. Rekontruksi menurut UU RI No. 24/2007 adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat 

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama yaitu tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Masing-masing tahapan dalam upaya penanggulangan bencana tidak dapat dipisah-pisah secara nyata (ketat dan kaku), tetapi diantara tahapan tersebut saling berhubungan dan bergantung.

CONTOH 

Pola Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam Mencegah Bencana Asap di Riau Tahap mencegah merupakan pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada factor-faktor yang mengurangi resiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Dalam tahap mencegah bencana, BPBD Riau selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak salah satunya BMKG Kota Pekanbaru.Selain dengan BMKG, BPBD Riau juga berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait dengan pencegahan bencana asap seperti Dinas Kehutanan, Dinas PU dan dinas lainnya. Hasil dari koordinasi tersebut dijadikan sebagai dasar pembuatan dan perencanaan kegiatan khususnya bidang mencegah bencana asap. 
Selain komunikasi secara langsung, BPBD Riau juga menggunakan media social yaitu WhatsApp. Melalui WhatsApp, arahan pimpinan terkait dengan pengambilan keputusan dan informasi tentang potensi kebencanaan asap . Melalui WhatsApp

, pimpinan bisa mengetahui dan mengarahkan jawahan,melaporkan kinerjanya dan mempersiapkan penyusunan laporan akhir tugas.Penjelasan diatas menunjukkan bahwa BPBD Riau mempergunakan pola komunikasi berjenjang dan berlangsung secara struktural dan sistematis. 
Komunikasi yang dilakukan BPBD Riau pada saat mencegah bencana asap menunjukkan pola komunikasi Roda.Menurut Joseph A. DeVito, pola Roda ini dijelaskan memiliki pemimpin yang jelas, sehingga kekuatan pimpinan berada pada posisi sentral dan berpengaruh dalam proses penyampaian pesan. Dalam penyampaian informasi yang berjalan terlebih dahulu disampaikan  kepada pimpinan. Pola komunikasi roda ini jika dikaitkan dengan BPBD Riau, BPBD Riau khususnya bidang pencegahan sebagai sentral komunikasinya, sedangkan BMKG dan BLH bertugas melaporkan hal terkait kondisi cuaca dan jumlah ISPU. 
Dinas PU dan Dinas program bencana asap.Dalam koordinasi tersebut, dilakukan secara langsung melalui pertemuan dan melalui media social Whats App.Koordinasi selalu dilakukan BPBD Riau dengan BMKG, BLH, Dinas PU dan Dinas Kesehatan.Hasil yang dikoordinasikan dipergunakan untuk membuat rencana kegia

tan seperti program sosialisasi, pembentukan rencana kontijensi dan pembentukan Desa Tangguh Bencana. Setelah program tersebut selesai dirancang, maka kegiatan mencegah baru  dilaksanakan. 

Media massa dapat berperan dalam memberikan informasi ketika tahap pra bencana, dengan memberikan informasi mengenai status bencana,  dalam hal ini  jarak lokasi rawan bencana yang seharusnya dihindari warga. Pada saat erupsi terjadi (bencana), media massa memberikan informasi mengenai cara menghindari dampak erupsi. 
Edukasi yang dapat dilakukan media massa dengan memberikan 

pengetahuan mengenai latar belakang bencana dan manajemen darurat, tidak hanya sebagai peristiwa yang dilaporkan. Peran media terkait model komunikasi adalah sebagai berikut. 

Pada fase 1 (pencegahan), media massa memiliki fungsi sosialisasi dan edukasi untuk membentuk kesiapan masyarakat menghadapi bencana alam. Fungsi sosialisasi dan edukasi ini dibutuhkan pada masa pra bencana. 
Pada fase 2 (mitigasi, kesiapan, dan peringatan dini) media massa dapat mendukung fungsi pengarahan, kemudian 
fase 3 (tanggap darurat dan bantuan darurat) media massa dapat mendukung fungsi koordinasi dan manajemen yang sangat dibutuhkan untuk koordinasi tim penolong, 

manajemen distribusi bantuan, koordinasi antar instansi dan manajemen penanganan pengungsi. 
Pada fase 4 (pemulihan dan rehabilitasi), media massa dapat menjalankan fungsi konseling dan hiburan yang diperlukan saat melakukan rehabilitasi pada korban yang mengalami trauma akibat bencana dan upaya untuk mengembalikan kondisi sosial dan psikologis seperti sediakala. kemudian pada 
fase 5 (rekonstruksi), media massa menjadi sarana pembelajaran dan refleksi, serta pengalihan trauma pada proses coping dari warga yang menjadi korban. Pembingkaian (framing) berita bencana pada surat kabar harian Kompas dan media online Kompas.com belum menyajikan pengetahuan mengenai bencana secara detil dan jelas. Frame berita masih menekankan peristiwa dampak erupsi Gunung Raung pada aktivitas penutupan bandara yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pariwisata. Fungsi sebagai early warning masih perlu dioptimalkan dan lebih menekankan pada aspek kemanusiaan agar media massa dapat mendukung 

edukasi kesiapan dan kemampuan masyarakat menghadapi bencana alam.
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